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GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1)
huruf d, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas
menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD,
rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan
Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
kepada DPRD untuk dibahas bersama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara



10.

11.

Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614),

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007
Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi



Menetapkan. :

12.

13.

14.

Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014 (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun
2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014
Nomor 6);

Dengan Persetujuan-Bersama

DEWAN PERWAKIEAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan

memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b
C.
d

Laporan Arus Kas; dan
. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.



Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
tahun anggaran 2014 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp 2.919.185.331.874,16
b. Belanja Rp 3.312.458.874.127,48

Surplus/defisit Rp(393.273.542.253,32)
c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp 538.524.512.557,75

- Pengeluaran Rp 56.410.805.294,23

Pembiayaan Netto Rp 482.113.707.263,52

d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) :
Surplus/defisit Rp (393.273.542.253,32)
Pembiayaan Netto Rp 482.113.707.263,52
Rp 88:840.165.010,20

Pasal 3

a

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp (241.594.591.558,81) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 3.160.779.923.432,97

b. Realisasi Rp 2.919.185.331.874,16
c. Selisih lebih/(kurang) Rp (241.594.591.558,81)
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp
(328.975.898.689,49) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 3.641.434.772.816,97
b. Realisasi Rp 3.312.458.874.127,48
Selisih lebih/(kurang) Rp (328.975.898.689,49)
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp (Rp 87.381.307.130,68) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/(defisit) setelah perubahan (Rp 480.654.849.384,00)

b. Realisasi (Rp_393.273.542.253,32)
Selisih lebih/(kurang) (Rp 87.381.307.130,68)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp

504.663.173.75 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 538.019.849.384,00
setelah perubahan
b. Realisasi Rp 538.524.512.557,75

Selisih lebih/(kurang) Rp 504.663.173.75



(5) Selisinh anggaran dengan realisasi pegeluaran pembiayaan sejumlah Rp
954.194.705,77 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 57.365.000.000,00
setelah perubahan

b. Realisasi Rp 56.410.805.294,23
Selisih lebih/(kurang) Rp 954.194.705,77

(6) Selisihn  anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp 1.458.857.879,52 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto Rp 480.654.849.384,00
setelah perubahan
b. Realisasi Rp 482.113.707.263,52
Selisih lebih/(kurang) Rp 1.458.857.879,52
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b.per 31 Desember 2014
adalah :

a. Jumlah aset Rp 4.665.884.534.180,46

b. Jumlah kewajiban Rp. 339.454.248.750,13

c. Jumlah ekuitas dana Rp'4.326.430.285.430,33
Pasal '5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk Tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

a. Saldo awal kas per 1 Januari 2014 Rp 461.221.016.179,54
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp 310.621.544.980,31
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset (Rp 717.994.481.279,00)
non keuangan

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp 19.097.117.577,77
e. Arus'kas dari aktivitas non anggaran Rp 174.274.319,00
f.  Saldo akhir kas di bendahara penerimaan Rp -

g. “Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran Rp 417.257.880,00
h. Saldo akhir kas di BLUD Rp 15.498.926.844,58
i.

Saldo akhir kas per 31 Desember 2014 Rp 89.035.656.502,20

Pasal 6
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d
Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7



Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.

c
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Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Laporan Realisasi Anggaran
Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja
dan pembiayaan;

Rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program dan kegiatan;

Rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja belanja
daerah untuk keselarasan dan keterpaduan -urusan
pemerintah daerah dan fungsi© dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

Daftar Piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi)daerah;

Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah;

Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset
lainnya,;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun-dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya;

Daftar.dana cadangan daerah; dan;

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Neraca

Laporan arus kas

Catatan atas laporan keuangan

Laporan kinerja

Ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah

Analisa Rasio Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
terdiri dari :

a.

Laporan kinerja Pemerintah Provinsi
dalam bentuk Laporan

tersendiri

Kepulauan Riau disampaikan
Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014.
Ikhtisar laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan
Daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9



Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 Agustus 2015

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Dto

MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang

pada tanggal 11 September 2015

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Dto

ROBERTAWAN LORIAUX

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 5/2015



